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Abstract
In Indonesia, decentralization appeared to be a compromistic choice to ensure
acknowledgment toward ethnics pluralism and geographical differences among regions
in Indonesia. Democr atization and globalization ideas brought changes in broader
aspects, including in the view of existence and power of nation-state. The two concepts
could implicate a cultural conflict, between new cultural values from global society and
old cultural values fromlocal society. In this case, it isinteresting to analyze how far the
implication could effect the implementation of local autonomy, is globalization a
supporting factor for political pluralismand local culture or in the contrary, a thread for
them?
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Dalam kasus Indonesia, penerapan otonomi daera@maetya merupakan pilihan
kompromistis yang sarat dengan nuansa politis. hgiagy keanekaragaman etnis dan
kondisi geografis daerah-daerah di Indonesia, dedsasi tampaknya menjadi pilihan
yang mampu menjamin pengakuan terhadap keraganraebte. Secara historis,
kebijakan desentralisasi sebagai prinsip yang nsamd@tonomi daerah di Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuad2atia masa Hindia Belanda, misalnya,
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah lebitiokus pada pencapaian efisiensi

dalam hubungan pusat dan daerah. Demikian pula peda-masa selanjutnya, fokus
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pada efisiensi dan peningkatan kesejahteraan med@idumbuhan ekonomi sangat

mewarnai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesau Bada akhir tahun 1990-an,

seiring dengan arus globalisasi dan demokratipata, hubungan pusat dan daerah mulai
bergeser ke arah pengakuan pluralisme politik.

Gagasan demokratisasi yang kini berhembus kencasglutuh penjuru dunia
juga masuk ke Indonesia melalui apa yang disebugate sistem global dalam berbagai
dimensinya (politik, ekonomi, teknologi, dan kull)r Saling keterkaitan antara dimensi-
dimensi tersebut turut menyebabkan terjadinya dejurpergeseran, termasuk dalam
memandang eksistensi dan kekuasaan negara-bamgsaa &husus, apresiasi terhadap
localism (hal-hal yang bersifat lokal) mempunyai implikasing sangat penting bagi
berkembangnya politik desentralisasi dan otonorarala Globalisasi dan demokratisasi
dapat menciptakan implikasi dalam bentuk konflikitilk budaya, antara lain dalam
bentuk ketegangan antarnilai-nilai budaya baru ydatang dari masyarakat global
(seperti konsumerisme, gaya hidup, cara berpilir,déngan budaya lama atau budaya
lokal yang berbeda dengan budaya global dari sisnai, ekspresi, atau organisasi sosial
budaya tersebut.

Oleh karenanya, perlu dikaji seberapa jauh impiikassebut bagi penerapan
otonomi daerah, apakah globalisasi menjadi fakémdpkung bagi pengakuan pluralisme
politik dan budaya lokal atau sebaliknya menjadiamman yang dapat membangkitkan
disintegrasi nasional ? Apakah dengan otonomiatiaetaerah akan mampu menghadapi
pemodal dan pemain global atau justru sebaliknghalisasi memberi peluang kepada
daerah untuk mengakses pasar global ? Dengan kamsrik sekarang ini di mana

kualitas sumber daya manusia Indonesia masih ditatehgan disparitas (kesenjangan)



yang cukup tinggi dalam tingkat sosial-ekonominsgrta kondisi kepemerintahan yang
sarat dengan sejumlah penyimpangan, globalisagadigantangan yang perlu dihadapi
dengan strategi yang matang agar tidak semakinemenpskan Indonesia ke dalam

jurang ketergantungan global.

Melacak Akar Historis Globalisas

Globalisasi merupakan isu paling fenomenal sepgngkhir abad 20 karena
kemunculannya menuai beragam respon, mulai dag ganara ekstrem menentangnya
sampai pada kelompok di titik ekstrem lain yang dukungnya dan memandangnya
sebagai suatu keniscayaan. Secara historis, selyanglobalisasi bukanlah fenomena
baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum ketanmation state, perdagangan dan
migrasi lintas benua sebagai cikal bakal globaligakah sejak lama berlangsung.
Globalisasi dalam pengertian modern muncul padaogerPerang Dunia sebagai
kulminasi dari ekspansi imperialistnePada masa itu, paling tidak beberapa kawasan
dunia di bawah supremasi Eropa, melakukan kontakssana lain dalam bidang militer,
politik, ekonomi, dan budaya.

Namun sejalan dengan siklus ekonomi dan politikimlugelombang globalisasi
juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatag geelatarbelakanginya adalah
tarik-menarik antara paham internasionalis dengasionalis atau isolasioisPaham
internasionalis menghendaki diterapkannya politiktip terbuka dalam hubungan luar

negeri antarnegara, sebaliknya, paham isolasior@aghendaki agar hubungan luar
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negeri dibatasi demi menjaga eksistensi nilai-miasional suatu bangsa. Perdebatan di
antara kedua paham ini semakin mengerucut selamadpePerang Dingin yang
membagi dunia ke dalam dua blok, yakni Blok Bamatg pro-internasionalis dan Blok
Timur yang pro-isolasionis.

Gelombang globalisasi pada dekade tahun 1980-anh [mrbeda dari segi
intensitas dan cakupannya. Globalisasi praktisht@teenyentuh hampir seluruh sendi
kehidupan, yang tidak hanya di segala bidang (ekbnbudaya, politik, dan ideologi)
melainkan juga ke tataran sistem, proses, pela&n, geristiwa. Globalisasi menjadi
suatu fenomena terintegrasinya dunia melalui gi@tan aliran modal, barang, jasa,
ide, dan orang melalui batas-batas internasionahskkuensi dari terintegrasinya dunia
adalah hal-hal yang terjadi di suatu tempat akampesgaruhi tempat lainnya. Misalnya
jatuhnya nilai tukar mata uang Baht pada tahun 1@9Thailand ternyata berdampak
terhadap krisis finansial di Indonesia pada tahamgysama.

Akan tetapi proses globalisasi ini tidak selalujdan mulus karena cenderung
diwarnai oleh berbagai fragmentasi. Pada satu gishalisasi mengandung elemen-
elemen integrasi, saling ketergantungan, multidédieme, keterbukaan, dan penetrasi satu
sama lain. Sementara di sisi lain, elemen-elemenfdgmentasi seperti disintegrasi,
autarkhi, unilateralisme, menutup diri, dan isolasga turut menguat. Globalisasi
mengarah pada globalismegldbalism), penyempitan wilayahsgatial compression),
universalisme universalism), homogenitas homogenity), dan konvergensi
(convergency). Sementara fragmentasi mengarah pada nasionadtmaeregionalisme,
pelebaran wilayah, separatisme, heterogenitas,ddeargensi. Kondisi yang paradoks

inilah yang kemudian memunculkan sikap pro danteot@rhadap globalisasi.



Kekhawatiran muncul karena tidak semua negara mentiaya tahan yang
tangguh untuk terlibat di dalam lalu lintas finatsglobal yang tidak lagi mengenal
batas-batas negara dan semakin sulit dikontrol p&gherintah negara yang berdaulat,
termasuk negara-negara maju dan terlebih lagi aegagara berkembang. Persoalan
besar yang dihadapi oleh negara-negara berkemtsam dnenghadapi globalisasi dan
tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikgerekonomiannya adalah biaya
sosial dan politik yang terjadi sebagai akibatu&enya pasar barang dan pasar finansial.
Liberalisasi barang dan jasa serta modal membwsasiguekerja dan serikat pekerja kian
lemah. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampiiskilled labour) tidak bebas berpindah
ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanyia katggi. Jadi, liberalisasi yang
terjadi lebih bersifat searah yang merugikan kepgah negara-negara berkembang. Hal
ini membuat beban sosial yang diemban negara-ndgemeembang semakin besar,
padahal kemampuan mereka untuk membentuk jaringgpean sosialspcial safety net)

sangatlah terbatas.

Glokalisas : Memadukan Dua K epentingan

Dewasa ini, globalisasi menjadi suatu gerakan diammaanusia menjadi semakin
terintegrasi, tidak hanya dalam hal pasar dan g®dtetapi juga melalui komunikasi
dan transportasi. Namun, pada praktiknya, integragustru memunculkan paradoks,
yakni terbentuknya sebuah masyarakat homogen. Tainkomunikasi dan informasi
cenderung mendorong proses global homogenisasi idenalisasi budaya dan

bukannya menciptakan integrasi budaya global yaya lakan keanekaragaman

% Samsurizal Panggabean. “Tantangan-tantangan @labil Perspektif, Nomor 1, Volume 3, 1991.



Pendorong arus globalisasi adalah negara-negana, ikegpitalis, negara Barat,
didukung dengan keperkasaan teknologi, ketersediaaa, dan kelengkapan jaringan
media informasinya. Dalam perkembangannya, ternghthalisasi budaya modernitas
yang dibawa oleh negara-negara industri adidaygdés menjadi salah satu faktor yang
sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial aiaaeggara berkembang, termasuk di
Indonesia. Globalisasi budaya modernitas membawabpkan terhadap pemaknaan
sistem nilai yang selama ini dianut oleh masyarakanegara-negara berkembang,
sehingga mengarah pada berkembangnya sistem dmmial yang bisa jadi sangat
berlainan dengan budaya lokal masyarakat suatuaega

Dalam konteks ini, globalisasi akan mempertanyagmomi dan kedaulatan
negara, sehingga nasib suatu negara akan sangatulldn oleh kekuatan-kekuatan
global dan lokal dalam berinteraksi satu sama |&iarena itu, pada era globalisasi
negara seringkali menghadapi masalah loyalitas anakgt yang menyebar ke arah
globalisasi dan subnasional, sehingga kegagalaamdglemisahan kedua loyalitas
tersebut akan memicu terjadinya konflik antarmasiair, antaretnis, atau antarbudaya

Jika diamati, dalam masyarakat Indonesia terjadiepmian antara globalisasi
(universalisme) dan lokalisasi (partikularisme).rt®@muan di antara dua kutub yang
sangat berbeda bahkan berada di ujung yang patstgeen memicu kontradiksi budaya,
yang dapat dilihat dari 2 (dua) Sisyaknipertama, sebelum masuk ke Indonesia, budaya
kapitalisme modernitas memiliki prinsip budaya kalsme modern yang sangat

menjunjung tinggi prinsip rasionalitas, efisienm@iduktivitas, dan egaliter dengan sistem
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budayanya yang berekspresi sangat hedonistik, ial&ek, dan pemuasan individual.

Kedua, sebaliknya sebelum bertemu dengan budaya kapit@lmodern, budaya agraris
Indonesia memiliki prinsip sendiri yang sangat leeld dengan prinsip budaya modern.
Dalam budaya Indonesia, terdapat sistem feodalidare komunalisme yang masih

menjunjung tinggi prinsip mistis, magis, ritual gatidak membebaskan dan tidak
mendorong emansipasi warga.

Perbedaan karakteristik kultural ini kemudian meoulkan kontradiksi budaya,
di mana dalam satu sisi terdapat keinginan untukmipeelakukan prinsip-prinsip
kapitalisme modern, sementara di sisi lain, prinsipungan sosial politik feodal dan
komunalisme masih hidup dalam masyarakat IndondB&xtemunya kedua kutub
globalisasi dan lokalisasi tidak secara otomatisndoeong masyarakat lokal
meninggalkan corak tradisionalnya menuju budayaarmdetapi terjadi saling tumpang
tindih antarkeduanya.

Kondisi yang kontradiktif inilah yang kemudian memnohg berkembangnya
pemikiran untuk mencari alternatif yang dapat memkad dua kepentingan, yakni
kepentingan akumulasi kapital di ranah global depektingan memberdayakan potensi-
potensi lokal untuk mencegah ketergantungan lacabdap kekuatan global.

Dalam studinya tentang berbagai respon budaya Idkdhadap budaya
modernitas yang merupakan salah satu implikasiglabialisasi, Dogahmengemukakan

5 (lima) macam respon budaya, yakni :
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1. Respon penolakanrdsistance), terjadi ketikam budaya modernitas dipandang
merusak struktur dan kultur masyarakat lokal, tetapsyarakat tidak mempunyai
kekuatan atau tidak berdaya menolaknya.

2. Respon kebangkitanrdvivalization), terjadi ketika sebagian besar masyarakat
menolak dan membangkitkan budaya lokal sebagai dtaku untuk melawan
modernitas.

3. Respon menjaga batas-batasaifitenance boundaries), terjadi ketika masyarakat
menerima sebagian tetapi menolak sebagian yangdEinmembiarkan keduanya
hidup berdampingan secara damai.

4. Respon pemulihan kembalieyitalization) budaya lokal, terjadi ketika masyarakat
menerima modernitas dan menjadikannya sebagaissarank memulihkan budaya
lokal yang telah hancur oleh modernisasi. Resparenmmaan d&doption) budaya
modernitas sepenuhnya. Respon inilah yang bergiéding terbuka menerima
sepenuhnya budaya modernitas. Dalam jenis respobudaya lokal tidak memiliki
hambatan sosial kultural untuk menerima budaya nmads.

Jalan tengah yang muncul sebagai hasil sintessahkepentingan global untuk
memperluas pengaruhnya dan kepentingan lokal umetpertahankan eksistensinya
melahirkan konsep glokalisasgl@calization). Konsep ini menjadi varian dari respon
pemulihan kembali budaya lokal sambil berupaya kudan penyesuaian (adaptasi atau
adjustment) terhadap nilai-nilai global yang dipandang berpgakn negatif terhadap
kondisi lokal bahkan nasional.

Pada awal kemunculannya, glokalisasi adalah penigsyproduk global dengan

karakter pasar (lokal). Jadi, glokalisasi menjalategi yang muncul sebagai kritik



terhadap konsep perdagangan bebas neoklasik, igakddgi menspesialisasikan sebuah
negara dalam satu produk sesuai dengan potensigeena itu, para produsen

mengkondisikan sebuah negara (pasar) agar berddan datu latar belakang sosial-
budaya yang sama dengan negara yang lain.

Secara konseptual, glokalisasi tidak sekedar bamditentang kemandirian dari
sebagian komunitas lokal (seperti halnya konsegalism) ataupun pembentukan
kemitraan dan jejaring kerja yang menghubungkamsigh subyek lokal (seperti halnya
konsepmulti-localism). Glokalisasi didasarkan pada serangkaian tindalkainberagam
aktor lokal yang saling terkait dalam jejaring leeglalam upaya berinteraksi dengan para
aktor global. Dengan demikian, secara sederham&aligasi menunjuk pada strategi
untuk melakukan pembaharuan substantif dalam beragspek globalisasi dengan
tujuan menciptakan hubungan antara manfaat gl@sali@eknologi, informasi, dan
ekonomi) dengan kondisi-kondisi lokal, dan pada gaag sama, berupaya mewujudkan
pendekatarbottomrup bagi pengelolaan proses globalisasi, dengan hemicas pada
pemerataan distribusi sumberdaya-sumberdaya sada pevitalisasi nilai-nilai sosial
dan budaya setempat

Glokalisasi menjadi strategi untuk memadukan anfzeea “pemain” global
dengan kondisi lokal agar tercapai kesesuaian derkggerluan komunitas lokal.
Glokalisasi memfasilitasi pemberdayaan komunitasikaitas lokal agar mampu
mengarahkan dampak globalisasi bagi keuntungankasekaligus menghubungkannya

dengan sumberdaya-sumberdaya global.

" CERFE. 2003. Glocalization : Research Study arity’Recommendations. Rome : The Glocal Forum,
CERFE Group, dan World Bank Institute, him. 14.



Untuk mengoperasionalkan gagasan glokalisasi, ipringama yang perlu
diperhatikan adalah adanya pengakuan penuh terteddagiensi dan potensi para aktor
di level lokal, tanpa harus dibatasi pada lokatyas Artinya, keberadaan para aktor
lokal ini jangan hanya dipandang pengaruhnya sebatkyah atau daerah di mana
mereka bermukim, tapi juga kapasitasnya untuk megoa jejaring kerja dengan para
aktor lain di level yang berbeda, baik di levelioaal, supranasional, bahkan global.
Dalam kerangka berpikir inilah, politik desentraBsdan otonomi daerah menjadi sarana
untuk memberikan peluang partisipasi yang lebihabdmgi para aktor lokal untuk
menentukan arah pembangunan daerahnya karena taéregleang paling mengetahui
kondisi dan kebutuhan daerahnya, serta solusi ikenmng dapat diterapkan untuk

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masydraé&eael yang paling bawah.

Menemukan Kembali (Reinventing) Nilai-nilai Sunda

Ditinjau dari kuantitasnya, etnis Sunda merupakims ekedua terbesar setelah
etnis Jawa. Meski demikian, tidak banyak catatam étilisan yang dibuat tentang etnis
Sunda, sehingga gambaran tentang manusia Sund&eti&tupannya belum banyak
terungkap secara mendalam. Beberapa tulisan yangbal@as tentang dinamika
kehidupan sosial-budaya manusia Sunda umumnya di&tandari masa setelah
masuknya Islam ke tatar Sunda. Demikian pula gaambdinamika kehidupan politik
dan pemerintahan di tatar Sunda umumnya lebih atgyangkap dari catatan sejarah
pada masa pembukaan hutan dan tanam paksa (176&a87meski memang terdapat
beberapa tulisan yang juga membahas pola kehidopmsyarakat Sunda pada masa

kerajaan-kerajaan Hindu tapi jumlahnya tidak tedambanyak.
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Terbatasnya catatan sejarah tentang kehidupan maSusida kemungkinan
disebabkan pola hidupnya yang tidak pernah memkentatu tipe komunitas desa dan
tidak pernah dikuasai oleh satu kekuasaan poliilajran yang terpusafidak seperti
di Jawa Tengah dan Jawa Timur, penguasa di tataieStdak pernah mendirikan satu
kerajaan Sunda yang menyatu. Kerajaan Sunda ter&djajaran, menguasai Priangan
pada abad ke-15 dan ke-17 hanya merupakan kersijaéolik di suatu lingkup wilayah
yang luas.

Negara-negara kerajaan di sekitarnya merupakanrar@ggara otonom yang
dipimpin oleh para bangsawan setempagngk) sebagai kepala wilayah yang mandiri.
Pola seperti ini biasa dinamakan juga sebagai paladala. Satu mandala merupakan
suatu kesatuan masyarakat dengan penguasa yatiigotelaom. Lebih lanjut Sutherland
melukiskan hubungan bangsawan dan masyarakat yameming bersifat feodal. Para
menak tersebut merupakan bangsawan keturunan dengaadaerbak istimewa, gelar
keningratan, dan jabatan resmi. Mereka tinggalatiatkota dan tidak banyak membina
hubungan dengan wilayah pedesaan. Walaupun sebdgrammereka memiliki tanah
pertanian di desa, hubungan antara bangsawan d@agampetani sering terbatas pada
pengerahan tenaga kerja setengah paksa dan penaaiihasil panen.

Pola relasi kekuasaan di tatar Sunda mengalammiliaayang cukup menarik
untuk dicermati. Pada masa awal pembukaan hutan,3anda merupakan wilayah yang
tertutup dan semi otonom tanpa ada penguasa pasgtberkuasa menarik pajak dan
mendapat dukungan rakyatPertanian ladang (huma atau gaga) tidak memukagiin

pertumbuhan penduduk yang besar. Kampung-kampungnaya berukuran kecil dan

8 Hans Antlév.Negara dalam Desa. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2003.
° Heather Sutherland. “The Priyayi” daldntonesia, No. 19, April 1975.
1% Antlov, op.cit., hal. 27.
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jarang terintegrasi ke dalam sistem desa yang lekgar. Kampung-kampung kecil
tersebut terdiri dari rumah tangga para petaningdang hidup terutama dari apa yang
mereka hasilkan sendiri.

Namun, kondisi ini berubah setelah penaklukan Bigrada tahun 1677 dan era
Tanam Paksa (1750-1870). Hubungan kekuasaan yalampg®ung lebih mencerminkan
kondisi yang otoriter daripada moralistik, lebihrdtat administratif daripada komunal,
dan didasarkan pada hubungan dengan penguasa e&hihng tinggi bukannya pada
dukungan dari penduduk. Pada pertengahan abad, keha®-lahan perladangan berubah
menjadi lahan padi sawah irigasi. Perubahan paduyisi ini kemudian mengarah pada
perubahan struktur sosial. Penduduk tatar Sunda peda tersebut menjadi masyarakat
yang terstratifikasi dan berlapis berdasarkan pgageemilikan tanah. Pada masa inilah,
kekuasaan pamaenak lokal menjadi semakin besar.

Peran penting kaummenak dalam dinamika politik lokal pun mengalami pasang-
surut sejalan dengan terjadinya berbagai perubdketika Islam mulai berkembang,
muncul aktor baru dalam dinamika politik lokal, yakkaum ulama. Kaum ulama
memainkan peran penting di wilayah Jawa Barat kémg selama periode 1800-1870
karena terdapat hubungan yang erat antara kehid@gama dengan kehidupan
material™* Di samping mengurus kepentingan spiritual masydraRara pemimpin
agama juga memegang kuasa atas irigasi dan pertdfesika kampung-kampung kecil
tumbuh menjadi desa dan pertentangan lokal berkegnbeenjadi politik resmi, maka
para pemimpin agama sering bekerja sama dengakrdsralalam satu jaringan ekonomi

dan hak-hak istimewa yang kompleks.

" Ensering sebagaimana dikutip Antldeg.cit.
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Relasi pemimpin agama dengan birokrasi yang cenderelitis kemudian
menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok mesiat, seperti yang terjadi di
Banten dan tempat-tempat lain di Prian{aBi kalangan petani Sunda, ketidakpuasan
mereka diarahkan kepada penguasa kolonial, pagsaa@an pribumi dan pejabat desa,
serta para guru agama. Pada masa-masa berikuengkag-gerakan ini dipimpin oleh
kelompok-kelompok Islam progresif. Selama 40 tabenkutnya berlangsunglah suatu
gerakan politik yang meluas dengan pembaharuam ksédbagai garda depannya.

Pada akhir abad ke-19, kebanyakan pemimpin agampaliik lokal di Priangan
mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat depgaduduk desa. Gerakan-
gerakan protes sosial dan pembaharuan Islam meamglarereka untuk lebih berorientasi
pada masyarakat. Abad ke-20 membawa tatanan paditiskepemimpinan politik baru,
khususnya setelah Indonesia merdeka.

Gerakan-gerakan sosial di tatar Sunda masih tetagrmumculan
pascakemerdekaan Indonesia, khususnya yang tinghdgai respon ketidakpuasan
terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat PemeriRiadat. Salahsatu contohnya adalah
gerakan Darul Islam yang muncul sebagai bentukd&ktiuasan terhadap tidak
terakomodasinya tuntutan dimasukkannya Syariamidte dalam dasar negara. Pada
tahun-tahun awal gerakan ini, para guru agama nugtaja gagasan perjuangan damai
untuk mencapai negara Islam. Orang bergabung debganol Islam karena ingin
mereformasi sistem pemerintahan lewat jalur polNiamun, konfrontasi dengan gerakan

nasionalis membawa Darul Islam pada proses raddsaldan pemberontakan bersenjata,

12 sartono Kartodirdjo. 1973Protest Movement in Rural Java: A Sudy of Agrarian Unrest in the
Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Singapura : Oxford University.
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sehingga akhirnya gerakan ini kemudian dianggapgabgerakan pemberontakan dan
berhadapan dengan Pasukan Siliwangi.

Era kebangkitan partai-partai politik pada masaaeasi liberal membawa serta
politik aliran ke dalam peta politik di tatar Sundeda dimensi lain dalam aliran Islam,
yakni tradisionalisme dan reformisme. Konflik idegi ini pernah berlangsung pada
perebutan gerakan Sarekat Islam pada dekade 19Haansekali lagi pada masa
pemberontakan Darul Islam. Hasilnya adalah menimgka polarisasi politik yang
melintasi perbedaan-perbedaan kelas. Namun, fereonmertidak terlampau menguat
karena norma dasar kehidupan masyarakat Sundahdtaiaoni, bukan ketidakpatuhan
dan revolusi. Sedikit banyak norma dasar ini tungimpengaruhi berjalannya dinamika
politik di wilayah Sunda hingga saat ini.

Pada masa sekarang, terdapat beberapa nilai atenan@ng berkembang di
masyarakat Sunda yang mungkin dapat dikategorikelmagai pandangan mereka
terhadap masalah politik dan pemerintahan. Nil@khudaya lokal banyak mengandung
muatan moralitas meski tidak dinyatakan secaraliskspMoralitas tersebut tidak hanya
tergambar dari relasi sosial antarmanusia, antateh massa, tapi juga antara manusia
dengan lingkungan alamnya. Sistem nilai budaya &umehgenal adanya “ramalan” atau
uga'® sebagai salahsatu media transfer nilai-nilai badaptargenerasi. Interpretasi

simbolik terhadapiga mengungkapkan bahwa perubahan sosial atau poétla pasa

13 Uga dikenal di kalangan masyarakat agraris-tradai sebagai ungkapan-ungkapan yang digunakan
untuk memahami tanda-tanda zaman sehingga senmtixatgap sebagai ramalan, seperti halnya ramalan
Joyoboyo (Nina Lubis, 200%¢gjarah dan Budaya Politik. Bandung : Satya Historika, hal. 230). Uga
Kawasen dari daerah Ciamis berbunyri nu bakal jadi ratu, baju butut babadong batok, banderana
karakas cau (artinya yang akan menjadi ratu/penguasa, bentmajbeng, menggunakan topi tempurung,
dan berbendera daun pisang kering).
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yang akan datang terjadi sesuai dengan yang tefmrkitakan oleh para leluhtir
Artinya, perubahan zaman berikut tantangannya sggsumya telah diperkirakan
sebelumnya, perubahan adalah suatu keniscayaartigakglapat dihindari. Karena itu,
sebagai bekal untuk menghadapi tantangan perubedraan, maka nilai-nilai budaya
lokal hendaknya menjadi acuan momabfal guidance) dalam sikap hidup sehari-hari.

Nilai-nilai tersebut dapat berbentuk semboyan, ImaiSeatau peribahasa yang
berkembang dari mulut ke mulut, sehingga baik setaargsung maupun tidak langsung
dijadikan semacam pedoman atau ukuran dalam mexnidu tindakan atau perbuatan
masyarakat maupun elit penguasa. Adapun nasehatpatibahasa yang berdimensi
politik tersebut, antara laincageur, bageur, bener, pinter, siger tengah, leuleus jeujeur
liat tali, laukna beunang caina herang, bengkung ngariung bongkok ngaronyok, tiis ceuli
herang panon, landung kandungan laer aisan, pindah cai pindah tampian, kawas kujang
dua pangadekna, legok tapak genteng kadek, dll.

Selain tercermin dalam ungkapan-ungkapan, nilai-tokal governance di Tatar
Sunda juga tercermin dalam pola kepemimpinan Swsafemgaimana termuat dalam
naskah-naskah kuno dan tradisi lisan di kalangasyarakat Sunda. Gagasan tipe
kepemimpinan administrator terdapat dalam naskaksaandang Karesian pada
lembaran 26 dan 2% Dalam lembaran tersebut, berisi suatu ajaran baabila tiap
orang berpedoman pada kebenaran dan menjalankas tugsing-masing dengan

sungguh-sungguh maka akan tercipta kesejahteraag aleadi. Demikian pula dalam

14 Kusnaka Adimihardja. 1999. “Kebudayaan Sunda daakrawala Politik Kebudayaan Indonesia”.
DalamJurnal Budaya Dangiang, edisi I/Mei-Juli 1999.

15 Utang Suwaryo. “Perspektif Kebudayaan Sunda teymaBolitik’. Makalah disampaikan dalam
Lokakarya Daerah Pembangunan Berwawasan Budaya Koordinator Daerah Jawa Barat, Bandung, 31
Januari 2004.

16 Kusnaka Adimihardja, 198&epemimpinan dalam Kebudayaan Sunda. Makalah. Depdikbud, hal. 231.
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Prasasti Kawali | dan Il, Raja Wastu berwasiat paal@ penerusnya agar negara Kawali
tetap sejahtera dengan melakukan kebajikan dan hnamaekesejahteraan.

Berdasarkan kedua sumber tertulis ini, nilai-nkepemimpinan yang melekat
dalam budaya Sunda adalah berpedoman pada keber@ekerja sesuai dengan
tugasnya, melakukan kebajikan, dan memelihara #&es¥pan. Dalam penjabaran
selanjutnya, nilai-nilai ini dinyatakan dalam siksigap seorang pemimpin yang :

1. teu adigung kamagungan (tidak sombong);
2. titih-rintih, tara kajurung ku nafsu (tertib, tidak pernah terdorong nafsu);
3. sacangreud pageuh, sagolek pangkek, henteu ganti pileumpangan (kukuh pendirian);

4. |eber wawanen (penuh keberanian) yang diimbangi dengan kepangaia

5. loba socana rimbil cepilna (pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah

rakyatnya);
6. kudu boga pikir rangkepan (waspada);
7. kudujadi gunung pananggeuhan (harus menjadi andalan bagi rakyat).

Dalam berbagai jenis tradisi lisan di kalangan raeslyat Sunda, juga tersirat
mengenai gambaran ideal figur seorang pemimpinkhMes daerah Sunda merupakan
bekas daerah kerajaan, namun gambaran tentangpeguimpin yang ideal jauh dari
sosok yang feodal ataupun sarat dengan unsur kekuaseperti kekayaan. Dalam
Wangsit Siliwangi, misalnya, figur seorang pemimgimentifikasikan sebagai gembala
(budak angon)'®. Demikian pula, dalanuga (ramalan) Kawasen dinyatakan bahwa

seorang pemimpin adalah figur yang sangat sededwmanerakyat.

7 Nina H. Lubis, 2002Sgjarah dan Budaya Politik. Bandung : Satya Historika, hal. 227 — 228.
18 Adimihardja,Op.Cit, hal. 232
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Dalam perkembangan selanjutnya, setelah masukngeadslam ke daerah
Sunda melalui Banten dan Cirebon, nilai-nilai kepepinan Sunda mulai dipengaruhi
oleh ajaran agama Islam. Karena itu, muncullahrfigieal pemimpin yang dikenal
dengan sebutafRaja Pinandita'® yang merupakan perpanduan antara pejabat negara
(umaro) dan ulama (maksudnya memiliki pengetahwan genghayatan yang memadai
mengenai keagamaan).

Kesederhaan konsep kepemimpinan dan figur pemirdglam nilai-nilai adat
Sunda ini bersumber dari pandangan hidup orang&yang berusaha mengambil jalan
tengah §ineger tengah)®®, yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakang
seimbang dan berkecukupan, tidak kekurangan atatighak berlebihan. Pandangan ini
bisa mengandung aspek positif sekaligus aspek ihel§asitifnya, pandangan hidup ini
menyebabkan orang Sunda tidak menonjolkan din rtegatifnya, sikap seperti ini dapat
diartikan sebagai orang yang tidak berani mengamdsiko dalam mempertahankan
sesuatu.

Keseluruhan nasehat tersebut mengandung makngagimenyangkut perilaku
manusia Sunda dalam menghadapi perubahan, syarat-ayenjadi pemimpin, cara
menghadapi masalah, serta sikap terhadap perbquEatapat dan konflik. Dengan
demikian, dalam berperilaku, nilai-nilai inilah yg@rmenjadi acuan untuk mencapai
kondisi yang seimbang (harmonis). Misalnya, dalaemghmadapi konflik, situasi kondisi
yang ingin dituju oleh masyarakat Sunda adailisteuli herang panon (aman tentram).

Oleh karena itu, setiap masalah harus dihadapiatelagpdung kandungan laer aisan

19 Atang RuswitaKuda Belang. Artikel dalamPikiran Rakyat, 1 Agustus 2002,
% _ubis, Op.Cit, hal. 216
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(bijaksana). Menghadapi perbedaan pendapat atdlikkdenganleuleus jeujeur liat tali.
Artinya, dihadapi dengan lemah lembut, tapi tidadngabaikan prinsip yang dianut.
Sejalan dengan perkembangan masa sekarang yang ncwdkan berbagai
kekuatan politik, sosial, dan budaya baru, nornrabaisasi tampaknya perlu dimaknai
ulang. Harmonisasi dalam konteks sentralisasi jadisakan memunculkan kondisi yang
serba tertutup dan saling curiga di antara parakpepolitik. Karena itu, harmonisasi
harus dimaknai sebagai penciptaan konsensus mplalses yang transaksional. Budaya
lisan yang selama ini menjadi ciri khas masyardkanda sebenarnya dapat menjadi
modal untuk membangun diskursus yang egalitariaanthra berbagai kekuatan politik

yang ada di tatar Sunda, baik kekuatan politik fdrmaupun nonformal.

Adaptas Nilai-nilai Sunda bagi Pengembangan Local Good Governance di Jawa
Barat

Jawa Barat masa kini bukan lagi tatar Sunda yamyehaihuni orang Sunda
pituin. Demikian pula, konteks relasi kekuasaan yangahgdung sekarang tidak dapat
disamakan lagi dengan konteks yang berlangsundpaeabad sebelumnya. Jawa Barat
masa kini tidak dapat disamakan dengan Pajajaranada lampau karena konteks dan
tantangan yang dihadapinya berbeda. Oleh karenanilai-nilai Sunda yang menjadi
semangat pada masa kejayaan Pajajaran perlu dligasi dan diadaptasi agar mampu
menjawab tantangan zaman.

Konsep revitalisasi tidak hanya berbicara upaya uolibkan kembali nilai-nilai
Sunda, tapi juga memaknai ulang substansi yangnding di dalamnya, sehingga

kebangkitan kembali nilai-nilai Sunda tidak sebattaigal. Pemulihan nilai-nilai budaya
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Sunda yang egalitarian hendaknya tidak sekedaebgrpada romantisme historis akan
kejayaan Pajajaran atau kepemimpinan Prabu Siliwaagi perlu dilanjutkan dengan
upaya untuk mengadaptasikannya dengan kondisia®katpaya revitalisasi baru akan
bermakna manakala upaya tersebut diimbangi deng@ptasi (penyesuaian) nilai
dengan institusi dan sumberdaya-sumberdaya yasediarpada masa sekarang.

Local good governance menyangkut konsepsi mengenai praktik relasi kedkamas
yang didasari oleh prinsip-prinsipp kepemerintaly@mg baik, seperti keterbukaan,
partisipasi, pertanggungjawaban, penegakan hukuramitikaan yang sinergis,
pengembangan jejaring kerja, dll. Kesemuanya méapaefleksi dari pola relasi
kekuasaan khas Sunda yang tidak mengenal adanyadadn yang memusat. Nilai
kesetaraan dan pola kepemimpinan yang egalitagdn menjadi titik fokus yang perlu
direvitalisasi dalam merancang ulang praktik tag¢gpdmerintahan lokal yang baik di
Jawa Barat.

Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragamsyarakat Jawa Barat
semakin bertambah, tidak hanya dari dimensi kultumenun juga dimensi identitas (ras,
etnisitas, agama). Dalam kondisi seperti inilah degn multikulturalisme memperoleh
relevansinya. Konsep multikulturalisme tidaklah @aplisamakan dengan konsep
keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaavarsysa yang menjadi ciri
masyarakat majemuk karena multikulturalisme menledan keanekaragaman
kebudayaan dalam kesederajatan. Ide multikultunaipada dasarnya adalah gagasan
untuk mengatur keberagaman dengan prinsip dasajakean akan keberagaman itu

sendiri.
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Komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah gatmasyarakat Jawa
Barat dewasa ini tidaklah berarti terjadinya kezembutan dari akar budaya lokal (Sunda)
karena pada saat yang sama sesungguhnya juga aersiagbol-simbol, nilai-nilai,
struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kedadu bersama yang mengikat
berbagai keragaman tersebut. Dalam karakter mdstargang mengarah pada
kosmopolitanisme, multikulturalisme menjadikan potderaksi dan identifikasi diri
menjadi bersifat multi sehingga seseorang tidakydanerasa diri sebagai orang Sunda
karena dia dilahirkan dari orang tua beretnis Sumalai lebih dari itu, seorang yang
bukan etnis Sunda tapi lahir di Bandung pun bisaasge dirinya sebagai bagian dari
masyarakat Sunda.

Karakter budaya politikk Sunda cenderung menempatddansecara dominan
dalam pengambilan keputusan, sementara karakteryana&st Sunda kendati
menunjukkan ciri masyarakat yang egaliter (sedgrajamun secara kultural masyarakat
Sunda cenderung menunjukkan partisipasi politikgyamdividualisti$€’. Kondisi ini
memberi peluang kepada pemegang otoritas politikukuntidak memedulikan
kepentingan politik mayoritas masyarakat. Dalamadatertentu, masyarakat Sunda
memang memperlihatkan ciri egaliter tetapi dalaadigsgianisme ini justru muncul sifat-
sifat individualistis dalam persoalan yang menyamgkepentingan pribadi. Dalam
kondisi demikian, apatisme atau ketidakacuhan iRokerap tampak ke permukaan.
Kondisi ini semakin memperlebar peluang pemegangritas politik untuk
mengesampingkan aspirasi dan kepentingan masyar&eailaku politik mereka
akhirnya juga bercirikan individualistis sebab kdada pressure signifikan secara

kolektif dari masyarakat ketika kepentingan merngdak terakomodasi sepenuhnya.

% Budi Radjab dalarRikiran Rakyat, 11 Juni 2003.
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Karena itu, upaya revitalisasi ini juga tidak aksrmakna tanpa diimbangi oleh
advokasi baik secara langsung maupun melalui barblgbijakan strategis untuk
meningkatkan kapasitas nilai-nilai budaya Sundagkah ini bisa dilakukan pemerintah
daerah bersama elemen-elemen masyarakat sipil (h#Mpun lembaga adat) yang
bergerak sesuai dengan koridor perannya masingima$teran pemerintah daerah
didasarkan pada prinsigubsidiarity, dalam arti bahwa pemerintah daerah hanya
melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh masgarsipil. Intensitas intervensi
pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tantaseya masalah yang dihadapi.
Ketika kapasitas masyarakat untuk menyelesaikamlatasangat rendah dan berpotensi
untuk menuju konflik maka intensitas intervensi peimah daerah harus cukup besar.
Akan tetapi, manakala kapasitas masyarakat cukggitimaka peran pemerintah daerah
adalah intervensi minimal. Dengan demikian, peramgrintah daerah lebih banyak
ditujukan untuk mengisi kesenjangan antara masalalj dihadapi masyarakat lokal dan
kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebussiRgng seimbang dan partisipasi
masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan memaditing untuk menumbuhkan
kepercayaanti(ust) dan pelibatan masyarakat sifivic engagement) yang dalam jangka
panjang akan meningkatkan kapasitas nilai-nilai ddunsebagai landasan bagi

terwujudnyaocal good governance.
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